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: ' . TENTANG

TINDAK LANJUT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
TAHUN 2020 DAN PENUNTASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN 

DAERAH YANG BELUM TERLAKSANA

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka meningkatkan percepatan pembentukan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan 

. Rakyat Daerah Nomor 170/18 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan 
Daerah;Tahun 2020 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 
170/22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Nomor 170/18 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 
Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada ; 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

4. Asisten Administrasi Umum;

5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten 
Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah dan para Asisten untuk melaksanakan
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah inisiator Peraturan 

. Daerah berkaitan dengan percepatan pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah untuk

a. melaksanakan percepatan penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 
sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah

\ Tahun 2020 (sebagaimana tersebut pada Lampiran I);
b. segera menyusun. Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar sesuai Program Pembentukan 
Peraturan . Daerah yang belum tersusun selama ini

’ (sebagaimana tersebut pada Lampiran II);
c. 'mengirim Rancangan Peraturan -Daerah Kabupaten 

Khranganyar sebagaimana tersebut pada huruf a  dan 
huruf b, ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
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c. mengirim Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar sebagaimana tersebut pada huruf a  
dan huruf b, ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar, beserta kelengkapannya;

d. melaporkan kendala dan disertai alasan serta 
tindak lanjut kepada Bupati apabila tidak dapat 
menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.

KETIGA : Inspektur dan Kepala Bagian Hukum melakukan
pem antauan dan pengawasan pelaksanaan Instruksi 
Bupati ini dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh
' tanggung jawab. . .

Ditetapkan di Karanganyar

[gal /^ J a n u a r i  2020

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bapemperda.



LAMPIRAN I w  
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR TAHUN 2020 
TENTANG
TINDAK LANJUT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN 
DAERAH TAHUN 2020 DAN PENUNTASAN PROGRAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BELUM . 
TERLAKSANA ............. ..............

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

N
O

TENTANG MATERI POKOK STATUS
PELAKSA

NAAN

DISERTAI
UNIT/INSTANSI 

TERKAIT

TARGET
PENYAMPAI

AN
BARU UBAH NASKAH

AKADEMIK
PENJELASAN
KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. RENCANA 

DETAIL TATA 
RUANG (RDTR) 
KAWASAN 
PERKOTAAN

RDTR Kawasan 
perkotaan yang 
dimaksud meliputi 
Kecamatan 
Karanganyar, 
Kecamatan Jaten, 
Desa Papahan dan 
Desa Ngijo 
(Kecamatan 
Tasikmadu)

Baru 2020 NA 1. DPUPR 
(Pemrakarsa)

2. BAPERLITBANG;
3. DISHUB PKP;
4. SATPOLPP.

Agustus
2020

2. PENYELENGGAR 
AAN SISTEM AIR 
MINUM DAERAH

Pemerintah Daerah 
hingga saa t ini 
belum memiliki 
peraturan yang 
m engatur secara 
teknis
penyelenggaraan 
SPAM di daerah

Baru 2020 NA 1. DPUPR 
(Pemrakarsa);

2. DISHUB PKP.

'

Agustus
2020



3. GARIS
SEMPADAN

Ruang lingkup perda 
garis sempadan 
meliputi garis 
sempadan jalan dan 
sungai/saluran

Baru 2020 NA

.....................  -

1. DPUPR 
(Pemrakarsa)

2. DISHUB PKP.

Agustus
2020

4. RETRIBUSI 
PEMERIKSAAN DI 
LABORATORIUM 
MILIK
PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

Jenis retribusi, 
nama, obyek, 
subyek, wajib 
retribusi, prinsip 
dan sasaran 
penetapan retribusi, 
struk tu r dan 
besaran retribusi.

Baru 2020 NA D LH dan DINKES 
(Pemrakarsa);

April 2020

5. PENGELOLAAN
SAMPAH

a. Kebijakan;
b. Pelaksanaan;
c. Pengendalian;
d. Pengelolaan;
e. Pengawasan.

2020 NA 1. D LH 
(Pemrakarsa)

2. DISHUB PKP.

April 2020

6. RETRIBUSI
PERSAMPAHAN

a. Nama dan jenis 
retribusi;

b. Tarif;
c. Tatacara 

pem ungutan dan 
lain sebagainya

Baru 2020 NA 1. DLH 
(Pemrakarsa);

2. DISHUB PKP.

April 2020



7. KABUPATEN 
LAYAK ANAK

a. Kebijakan;
b. Program;
c. Pembinaan dan 

Pengawasan.

Baru~* 2020 NA ------------------ 1. DP3APPKB 
(Pemrakrasa)

April 2020

8. PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN 
DAERAH 
KABUPATEN 
KARANGANYAR 
NOMOR 5 TAHUN 
2016 TENTANG 
PENYELENGGAR 
AAN
PERLINDUNGAN
ANAK

Disesuaikan dengan 
Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 
2014, un tuk  
m em asukan 
pemenuhan hak 
anak

Ubah 2020 Penjelasan/
keterangan

1. DP3APPKB April 2020

9. RUANG TERBUKA 
HIJAU

a. Pengelolaan;
b. Pembinaan;
c. Penataan dan 

pengawasan;
d. Mencabut erda 

9 Tahun 2012 
tentang 
Pengelolaan 
Ruang
Terbuka Hijau.

Baru 2020 NA 1. DISHUB PKP 
(pemrakarsa)

2. DLH

Agustus
2020



10 PENYELENGGAR 
AAN OLAHRAGA

Kebijakan daerah 
Dalam pem binaan 
dan pengembangan 
olahraga di daerah 
yang meliputi:
a. Pembinaan pada 

pendidikan;
b. Olahraga prestasi;
c. Organisasi 

olahraga;
d. Kejuaraan 

olahraga.

Bartr^ 2020 NA

■ - ■ • ................-

DPRD
(Pemrakarsa)

April 2020

11 PELAYANAN
PUBLIK

Kebijakan daerah 
dalam membangun 
kepercayaan 
m asyarakat a tas 
pelayanan publik 
yang dilakukan 
penyelenggara 
pelayanan publik

Baru 2020 NA . DPRD
(Pemrakarsa)

April 2020

12 PENGELOLAAN
PEMAKAMAN

a. Pengelolaan TPU 
milik Pemerintah 
Daerah

b. Perizinan TPBU 
dan layanan 
pemakaman oleh 
m asyarakat

c. Penetapan Lokasi 
Pemakaman (bagi 
TPU, TPBU);

d. Pengelolaan TPU 
Milik desa;

e. Penyerahan PSU 
tanah  makam.

Baru 2020 NA

-  ■

DISHUB PKP 
(Pemrakarsa)

Agustus
2020



13 RETRIBUSI a. Retribusi layanan Bat~
PELAYANAN pemakaman oleh
PEMAKAMAN Pemerintah
DAN PENGABUAN Daerah;
MAYAT b. S truktur tarif dan

prinsip penetapan 
tarif;

..... . c. Mencabut
Peraturan Daerah 
Nomor 10 T ahun
2011 tentang 
Pemakaman dan
Retribusi 
Pelayanan 
Pemakaman dan 
Pengabuan 
Mayat.

2020 NA DISHUB PKP Agustus
(Pemrakarsa) 2020



\

V

LAMPIRAN II
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR/<$^TAHUN 2020 
TENTANG7

/TINDAK LANJUT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN 
DAERAH TAHUN 2020 DAN PENUNTASAN PROGRAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BELUM 
TERLAKSANA

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BELUM TERLAKSANA

N
O

TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA
NAAN

DISERTAI
UNIT/INSTANSI

TERKAIT

TARGET
PENYAMPAI

AN
BARU UBAH NASKAH

AKADEMIK
PENJELASAN
KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. IZIN REKLAME 

DAN
PENGELOLAAN
REKLAME

- Nilai Ju a l  
Reklame

- Izin Reklame
- Mencabut Perda 

14 Tahun 2006

Baru 2019 Penjelasan 1. Badan Keuangan 
Daerah.

2. Dinas enanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu

Agustus
2019

2. PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI 
KREATIF

- Penyediaan 
Prasarana (zona 
kreatif/ruangkreati 
f/kota kreatif) 
sebagai ruang 
berekplorasi, 
berpromosi, dan 
berinteraksi;

- Pelaksanaan 
peningkatan 
kapasitas SDM 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
tingkat desa.

Baru 2018 NA 1. DISPARPORA
2. DISDAGKOP 

UMKM
3. DISHUB
4. DPU PR
5. SATPOLPP
6. INSPEKTORAT
7. BAGIAN 

HUKUM

Agustus
2018



3. PENYELENGGAR 
AAN PERTANIAN 
DAERAH

- Pengembangan 
prasarana 
pertanian

- Pengendalian dan 
penanggulangan 
bencana 
pertanian

Barcr 2018 NA 1. DISPERTAN
2. DPU PR
3. Baperlitbang
4. BPBD
5. DPMPTSP
6. Inspektorat
7. Bagian Hukum

Agustus
2018

4. JARINGAN LALU 
LINTAS 
ANGKUTAN 
JALAN

- Penetapan 
rencana induk 
jaringan lalu 
lintas

- Penyediaan 
perlengkapan 
Jalan

- Pengelolaan 
terminal
penumpang tipeC

- Penerbitan izin 
penyelenggaran 
dan
pembangunan 
fasilitas parkir

- Pengujian berkala 
kendaraan 
bermotor

- Pelaksanaan 
manajemen dan 
rekayasa lalu 
lintas un tuk  
jaringan jalan

- Persetujuan hasil 
AMDAL-LALIN 
u n tu k  jalan

Baru 2018 NA 1. Dishub Agustus
2018



- Penyediaan
angkutan um um
untu k jasa
angkutan
orangdan /  atau
barang dalam
daerah
Penetapan
kawasan
perkotaan dalam
sa tu  daerah
Penetapan
rencana um um
jaringan trayek
perkotaan dalam
sa tu  daerah
Penetapan
rencana umum
jaringan trayek
perdesaan yang
menghubungkan
sa tu  daerah
Penetapan
wilayah operasi
angkutan orang
dengan
menggunakan
taksi dalam
kawasan
perkotaan yang
wilayah
operasinya
berada dalam
daerah.
Penerbitan izin
penyelenggaraan 
angkutan orang 
dalam_____ trayek



13 RETRIBUSI a. Retribusi layanan Bai w»
PELAYANAN pemakaman oleh
PEMAKAMAN . Pemerintah
DAN PENGABUAN Daerah;
MAYAT b. Struktur tarif dan 

prinsip penetapan
. . . . tarif;
c. Mencabut

Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 
2011 tentang 
Pemakaman dan 
Retribusi
Pelayanan 
Pemakaman dan
Pengabuan
Mayat.

2 0 2 0 NA DISHUB PKP 
(Pemrakarsa)

Agustus
2 0 2 0


